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Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan 
Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi 
oleh adanya permasalahan dalam melestarikan kebudayaan Betawi yang mana 
dalam permasalahan tersebut baru terdapat 3 (tiga) aturan pelaksana, padahal 
dibutuhkan beberapa aturan pelaksana agar dapat melaksanakan pelestarian 
kebudayaan Betawi. Dalam permasalahan ini, pemerintah DKI Jakarta 
menjadikan peraturan gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 229 tahun 2016 
sebagai dasar dalam pelaksanaan pelestarian kebudayaan Betawi. Pada dasarnya 
seluruh kegiatan yang terdapat di dalam peraturan daerah DKI Jakarta 
memerlukan peraturan gubernur untuk menjalankan kegiatan tersebut. 
 
Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah 
yaitu: 1. Bagaimana upaya Pemerintah DKI Jakarta dalam menjalankan pasal 2 
Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015? 
 2. Apa hambatan Pemerintah DKI Jakarta dalam menjalankan pelestarian 
kebudayaan betawi? 
 
Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan 
metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana hukum dikonsepkan sebagai 
pranata social yang riil dikaitkan dengan variable-variable social lain . Pendekatan 
yuridis sosiologis ini digunakan untuk memperoleh fakta-fakta dan jawaban atas 
implementasi pasal 2 peraturan daerah DKI Jakarta nomor 4 tahun 2015 tentang 
pelestarian kebudayaan Betawi. 
 
Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas 
permasalahan yang ada bahwa upaya pemerintah DKI Jakarta dan hambatan 
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dalam melestarikan kebudayaan betawi belum memenuhi ketentuan Pasal 2 
Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 4 tahun 2015 karena berdasarkan 
penelitian disimpulkan bahwa sesungguhnya hambatan yang terjadi pada 
pelestarian kebudayaan Betawi terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan 
terhambatnya pelestarian kebudayaan Betawi. Dan upaya yang dilakukan 
pemerintah DKI Jakarta dalam menangani hambatan yang dihadapi melakukan 
beberapa cara melalui penyelenggaraan sosialisasi, meningkatkan kolaborasi, 
melakukan pengawasan terhadap perda maupun pergub, dan membuat regulasi-
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In this thesis, the writer raises problems in the implementation of DKI Jakarta 
Regional Regulation Number 4 of 2015. The choice of the theme is motivated by 
the existence of problems in preserving Betawi culture in which there are only 3 
(three) implementing rules, even though several implementing regulations are 
needed so that can carry out the preservation of Betawi culture. In this case, the 
DKI Jakarta government has made the DKI Jakarta Provincial Governor's 
regulation number 229 of 2016 as the basis for implementing Betawi culture 
preservation. Basically, all activities contained in the DKI Jakarta regional 
regulations require a governor's regulation to carry out these activities. 
 
Based on the foregoing, this paper raises the formulation of the problem, 
namely: 1. How are the efforts of the DKI Jakarta Government in implementing 
Article 2 of DKI Jakarta Regional Regulation Number 4 of 2015? 
2. What are the obstacles of the DKI Jakarta Government in carrying out the 
preservation of Betawi culture? 
 
Then the writing of this paper uses an empirical juridical method with a 
sociological juridical approach, where the law is conceptualized as a real social 
institution associated with other social variables. This sociological juridical 
approach is used to obtain facts and answers to the implementation of Article 2 
of DKI Jakarta regional regulation number 4 of 2015 concerning the preservation 
of Betawi culture. 
 
From the results of the research with the method above, the authors obtained 
answers to the existing problems that the efforts of the DKI Jakarta government 
and the obstacles in preserving Betawi culture have not fulfilled the provisions of 
Article 2 of DKI Jakarta Regional Regulation number 4 of 2015 because based on 
the research it was concluded that the actual obstacles that occurred were 
preservation. Betawi culture there are several factors that hamper the 
preservation of Betawi culture. And the efforts made by the DKI Jakarta 
government in dealing with the obstacles faced have taken several ways through 
the implementation of socialization, increasing collaboration, supervising regional 






A. Latar Belakang Masalah 
 Sejak pertama Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan tanggal 
17 Agustus 1945, Jakarta diterima sebagai Ibukota RI. Sejak pengakuan 
kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, pusat kota Jakarta mengalami 
penataan kembali. Dan sejak pemerintahan Orde Baru berdiri, Jakarta 
terus berkembang menjadi sebuah metropolitan modern (Jakarta Kota 
Sejarah). Jakarta hanya menjadi pusat segala-galanya. Pusat 
perdagangan, pusat pemerintahan, dan pusat kebudayaan.1 
 Sebagai ibukota sebuah Negara berpenduduk lebih dari 300 suku 
bangsa dengan 200 bahasa, Jakarta menunjukan kebhinekaan budaya 
sehingga tidak salah jika Jakarta disebut "Kota 1000 Wajah". Jakarta 
senantiasa menjadi tempat pertemuan berbagai bangsa dengan latar 
belakang bahasa, budaya dan agama yang berbeda. Dari tahun ke tahun 
Jakarta telah mencatat sejarah sebagai kota urban. Penduduknya tiap 
tahun bertambah, sehingga membuat Jakarta semakin padat dengan 
keanekaragaman budaya yang dibawa para pendatang. Dampak dari 
keadaan ini adalah semakin pudarnya kebudayaan asli setempat yaitu 
kebudayaan Betawi. Perkembangan kota Jakarta sebagai kota 
metropolitan menyebabkan penyebaran masyarakat Betawi menjadi 
berpencar dan terjepit. Sekarang ini sulit untuk menemukan kebudayaan 
Betawi, karena adanya percampuran penduduk di kota Jakarta dengan 
daerah-daerah lain di Indonesia. 
 Dari hari ke hari terlihat berbagai ekspresi kebudayaan daerah 
makin lama makin menepi. Rupanya bukan hanya dalam bidang politik 
dan ekonomi, tetapi juga dalam bidang kebudayaan yang disebut dengan 
ekspresi lokal semakin sirna. Lebih dari itu, berbagai corak kesenian 
tradisional bahkan hampir hilang dari peredaran, misalnya saja Samrah 
dan Topeng Betawi sungguh tinggal proyek pemugaran. Begitu pula 
ketaatan terhadap tata nilai dan adat istiadat setempat lama-lama juga 
menjadi seragam. Penyeragaman ini mengakibatkan menyempitnya 
                                                             
1 Ramadhan K.H, Bang Ali: Demi Jakarta, Sinar Harapan, Jakarta, 1995. 
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perbedaan struktural dan kultural antara desa-kota, yang diikuti 
melorotnya fungsi-fungsi lembaga tradisional. Sebab segalanya menjadi 
berpatokan pada serba pusat dan serba modern. Terjadi semacam 
ketergantungan budaya karena semua yang berbau pusat dan modern 
menjadi acuan. Sulit dipungkiri betapa lemahnya pengkayaan diri dalam 
kebudayaan tradisional, dibandingkan dengan pengaruh yang terus 
ditawarkan setiap hari lewat radio dan televisi. Maka muncul kebudayaan 
yang menjadi kebarat-baratan, sebagai gambaran sepintas misalnya 
kebersamaan selera akan musik rock dan celana blue jeans. Ada yang 
mengatakan kebudayaan tradisional sudah tidak kontekstual lagi dengan 
zaman sekarang, dikarenakan masa bentukannya sudah sangat lain 
dengan perkembangan zaman saat ini. Bagi mereka, tantangan kultural 
zaman yang semakin rasional, fungsional dan berwawasan universal tak 
tertampung lagi oleh kebudayaan lama yang dibentuk dalam konteks 
sangat agraris, feodal dan terkadang mistis.2 
 Jakarta merupakan kota metropolitan yang menjadi pusat 
kegiatan masyarakat Indonesia. Seiring berjalannya waktu, selain 
fungsinya sebagai ibu kota Negara atau pusat pemerintahan Negara 
Republik Indonesia. Jakarta juga sebagai pusat bisnis di wilayah Asia 
Tenggara. Dari dataset yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta 
pada tahun 2003 sampai 2012, bahwa jumlah perusahaan dan tenaga 
asing di daerah DKI Jakarta termulai dari kisaran 2.699 perusahaan pada 
tahun 2003 dengan tenaga asingnya mencapai 3.583 pria dan wanita. 
Lalu melonjak drastis mencapai 4.695 perusahaan pada tahun 2012 dan 
tenaga asingnya dari pria dan wanita mencapai 5.475 orang. 3 Dengan 
begitu menandakan banyak sekali manusia yang berbondong-bondong 
datang dari latar belakang yang berbeda dengan tujuan mengadu nasib 
mencari kemapanan hidup. Hal ini disebabkan tidak bukan karena Jakarta 
sebagai daerah yang mempunyai fungsi strategis untuk menjalankan roda 
                                                             
2 Menuju Masyarakat Baru Indonesia: Antisipasi Terhadap Tantangan Abad XXI, PT. Gramedia, 
Jakarta, 1990. 
3 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, “Jumlah Perusahaan Dan Tenaga Kerja Asing DKI Jakarta”, One 
Data Indonesia, diakses dari http://data.go.id/dataset/jumlah-perusahaan-dan-tenaga-kerja-asing-




perekonomian, selain itu juga sekaligus sebagai daerah yang mempunyai 
banyak komplektisitas permasalahan yang harus segera diselesaikan. 
Korelasi ini dilihat karena kondisi dan tekanan jakarta, seperti penduduk 
yang padat, udara yang panas, biaya hidup yang mahal, dan jalanan yang 
super macet. Lalu juga fenomena sosial yang memperlihatkan strata 
kesenjangan ekonomi yang jomplang, terbukti dengan banyaknya rumah 
yang bak istana dan berbanding dengan adanya rumah yang terbuat dari 
kardus. Lalu ada yang memakai baju branded yang harganya jutaan dan 
ada yang memakai baju imitasi yang harganya puluhan. 
 Sebagai kota besar yang metropolis, Jakarta dihuni oleh berbagai 
macam suku, etnis, dan agama. Hal ini menunjukkan masyarakat DKI 
Jakarta merupakan masyarakat yang majemuk (heterogen) atau sebagai 
miniatur Negara Indonesia yang mempunyai berbagaimacama perbedaan, 
mulai dari aspek agama dan kepercayaan, etnis (suku), budaya, ekonomi 
dan sebagainya. 
 Dari aspek etnisitas, suku dan kebudayaan, masyarakat asli 
Jakarta yang biasa disebut dengan masyarakat Betawi, memiliki ciri 
khusus dalam bersosial. Semisal dialek dan gaya bicara yang spontan dan 
apa adanya (blak- blakan) 4 , juga tergolong masyarakat yang religius 
dengan memegang kuat paham agama yang mereka anut, maksudnya 
paham agama Islam tradisional yang diturunkan oleh ulama-ulama Betawi 
sebagai patokan dasar untuk berpacu dalam menjalankan kehidupan 
sehari-hari. Tetapi walau begitu masyarakat Betawi tetap menghormati 
adanya pluralisme. Meskipun pada umumnya orang Betawi beragama 
Islam, indikator ke-Islaman juga tidak dapat mengidentifikasikan populasi 
penduduk Betawi. Etnik Betawi memang exist, karena pada tahun 1930 
pemerintahan Hindia Belanda pernah melakukan sensus penduduk atas 
dasar etnik. Pada sensus tersebut penduduk kota Batavia berjumlah 
533.000, yang terdiri dari orang Indonesia 409.700, Eropa 37.100, Cina 
78.800, orang Asia lain 7.500.5 
                                                             
4 Emot Taendifitia, Syamsyudin Mustafa dan Atmanani R, Seni Budaya Betawi, Gado-Gado Betawi, 
(Jakarta: PT Grasindo, 1996)., hlm. 32. 




 Kebudayaan Betawi berwujud pada teritori budaya residensi 
Batavia dan sekitarnya, yang kini kita namakan DKI Jakarta. Di zaman 
pembangunan kini orang Betawi berusaha untuk memelihara eksistensi 
budayanya. Namun pendukung kebudayaan Betawi di Jakarta masih 
menipis. Dikarenakan masyarakat asli Betawi serta budayawan Betawi 
mereka telah pindah dan hidup berpencar dikawasan sekitar Botabek. 
 Selain itu dewasa ini mata pencaharian dan sistem kekeluargaan 
masyarakat Betawi lebih mendekati semangat kewirausahaan dengan 
mengandalkan tempat sisah usaha yang ada di sekitar rumah untuk 
dijadikan tempat berdagang. Dibandinkan dahulu, masyarakat Betawi 
lebih memilih untuk bertani sebab tanah lapang yang digarap untuk 
dijadikan sebagai sawah masih ruwah dan banyak. Mungkin juga sebagai 
salah satu bukti bahwa masyarakat Betawi itu masyarakat yang terapliasi 
dari daerahnya sendiri. Lalu sistem kekeluargaan masyarakat Betawi 
adalah sistem parental, yang dimana garis keturunan orang tua tidak 
terlalu dipermasalahkan. Sedangkan tradisi adat- istiadat masyarakat 
Betawi semuanya bernafaskan Islami, maksudnya sangat besar peran 
Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik secara ritual 
rutinitas ibadah maupun ritual rutinitas sosial kemasyarakatan. 
 Dari semua kegiatan tradisi yang disebutkan itu tidak semua 
masyarakat Betawi yang tersebar di DKI Jakarta masih menjalankannya, 
hanya segelintir masyarakat yang diperhatikan khusus oleh pemerintah. 
Masyarakat yang diperhatikan khusus itu adalah dimana disuatu tempat 
sudah ditetapkan menjadi Perkampungan Betawi. Seperti halnya di Setu 
Babakan yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta menjadi 
kampong Betawi, yang beralamatkan di Jalan Kahfi II, Setu Babakan, 
Srengseng Sawah, Jagakarsa,  Jakarta Selatan.6 Berbalik sekali  halnya 
dengan  kampung Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang 
secara presentase kependudukannya didominasikan oleh orang-orang 
Betawi bukan orang pendatang. Tetapi masyarakat Betawi di daerah itu 
                                                             
6 Tangguh Sepria Riang, “Cagar Budaya Betawi Bernuansa Alam Di Selatan Jakarta, Setu
 Babakan Jagakarsa Jakarta  Selatan”, di akses pada 
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 Taekwondo aliran wtf berkembang di Indonesia pada tahun 1975 
yang membawa aliran ini adalah Mauritsz Dominggus yang datang ke 
Indonesia pada tahun 1972 di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sampai 
dengan sekarang bela diri Taekwondo lebih dikenal oleh masyarakat 
Jakarta, dan setiap sekolah di DKI Jakarta ekstrakulikuler bela dirinya itu 
Taekwondo. Padahal di DKI Jakarta sendiri memiliki kesenian bela diri 





Tari Saman berasal dari daerah Provinsi Aceh, perkembangan tari 
saman sudah dijadikan sebagai kesenian yang diikutsertakan dalam 
festival sehingga sudah mulai dikenal oleh orang lain. Kegiatan festival 
yang mulai diikuti oleh tari saman adalah Pekan Kebudayaan Aceh tahun 
1972 di Banda Aceh. Pada waktu itu tari saman menjadi salah satu tari 
favorit sehingga digelari oleh Ibu Tien Soeharto sebagai “Tari Tangan 
Seribu”. Sejak itu tari saman mulai dikenal luas sehingga diundang dalam 
pembukaan Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 1974. Pada tahun 
berikutnya tari saman diundang kembali ke Jakarta pada tahun 1975 
dalam rangka peringatan hari ulang tahun RI ke- 30. Sampai dengan 
sekarang tari saman sangat dikenal oleh kalangan masyarakat Jakarta, 
dan setiap sekolah di DKI Jakarta ekstrakulikuler keseniannya itu Tari 
Saman. Padahal di DKI Jakarta sendiri memiliki beberapa jenis kesenian 
tari Betawi yaitu: 
1. Tari Topeng Betawi 
2. Tari Yapong 
3. Tari Japin Betawi 
4. Tari Sirih Kuning 
5. Tari Renggong Manis 
6. Tari Cokek 
7. Tari Sembah Nyai 
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Sampai dengan sekarang, belum terlihat upaya maksimal terhadap 
pelestarian seni budaya Betawi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 
Seperti misalnya Dewan Kesenian Jakarta tidak nampak peduli terhadap 
seniman dan budayawan yang berkarya di daerah Rorotan, puluhan 
sanggar seni Betawi yang ada di Rorotan tidak berkembang bahkan mati, 
tanpa ada penganyoman dari pemerintah dan tidak pernah ada kegiatan 
seremonial seni budaya Betawi. Padahal sudah ada Peraturan Daerah No. 
4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayan Betawi yang di resmikan 
oleh DPRD DKI Jakarta, pada tanggal 18 Agustus 2015 yang terdiri dari 
10 bab dan 49 pasal, yang bertujuan agar mampu menjaga dan 
melestarikan kebudayaan Betawi juga sebagai kepastian hukum dan 
unsur penting yang mendasar dari kecintaan terhadap warisan nenek 
moyang. Didalam pasal 2 menjelaskan Tujuan Pelestarian Kebudayaan 
Betawi yang berbunyi:  
a. melindungi, mengamankan, dan melestarikan budaya 
Betawi; 
b. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi Betawi yang 
merupakan jatidiri dan sebagai perlambang kebanggaan 
masyarakat Betawi dalam masyarakat multikultural; 
c. meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat terhadap 
kebudayaan Betawi; 
d. meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan aspirasi masyarakat 
terhadap peninggalan budaya Betawi; 
e. membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme, dan 
patriotisme; 
f. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan 
memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya dalam 
bidang kebudayaan; dan 
g. mengembangkan kebudayaan Betawi untuk memeperkuat jatidiri 
kebudayaan nasional.  
 Lalu kewenangan dan otoritas pemerintah sebenaranya lebih 
mempunyai peran aktif dalam menumbuh kembangkan kebudayaan 
Betawi dan meningkatkan kesadaran masyarakat Jakarta umumnya 
terhadap pelestarian  kebudayaan  Betawi.7  Dengan  cara  menciptakan  
kebijakan  untuk melakukan sebuah pembinaan, pengawasan, 
pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan pelestarian budaya Betawi. 
                                                             
7 http://megapolitan.kompas.com/read/2015/04/28/06170061/Cagar.Budaya. 
Betawi.Bernuasa.Alam.di.Selata.Jakarta,  pada tanggal 22 Oktober 2016 pukul 12.15. 
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Namun sekali lagi semangat baik pemerintah daerah DKI Jakarta hanya 
sebatas bentuk legalitas saja tanpa ada peran aktif juga pengaplikasian 
yang matang.  
 Pelestarian kebudayaan merupakan bagian bentuk menjaga dan 
merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui jalur inilah 
setiap masyarakat bisa turut andil dalam proses pembangunan Sumber 
Daya Manusia (SDM). 
 Provinsi DKI Jakarta menjadi objek penelitian penulis karena letak 
geografisnya berbatasan dengan wilayah Kota Bekasi, Tanggerang, 
Bogor, Depok, dan multikultural suku yang terjadi, oleh karena itu 
ketertarikan penulis untuk mengkaji kebudayaan DKI Jakarta yaitu 
Betawi. 
 Maka dengan ini penulis membuat sebuah karya ilmiah terhadap 
proses perjalanan kebudayaan Betawi di DKI Jakarta dengan judul " 
Upaya Pemerintah DKI Jakarta Dalam Melestarikan Budaya 
Betawi Menurut Pasal 2 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 
Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi  
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C. Rumusan Masalah 
Pada tahun 2015 provinsi DKI Jakarta menandatangani Peraturan Daerah 
No. 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi hal ini 
menunjukan sifat konsisten Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam 
memerhatikan nilai-nilai kebudayaan asli Provinsi DKI Jakarta yaitu 
Betawi. 
 Seiring berjalannya waktu perda tersebut belum menemukan 
dampak implementasinya diseluruh Provinsi DKI Jakarta, maka dengan ini 
penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi pada kajian ini diantaranya: 
a. Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah dari pihak Pemerintah DKI 
Jakarta 
b. Banyaknya budaya luar dan budaya daerah lain yang masuk ke wilayah 
masyarakat Provinsi DKI Jakarta 
c. Kurang adanya pusat pelatihan budaya Betawi 
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d. Kurangnya penyelenggaraan kegiatan kebetawian. 
 Masalah Penelitian yang diangkat penulis dalam penyusunan 
skripsi ini ialah: 
1) Bagaimana upaya Pemerintah DKI Jakarta dalam menjalankan Pasal 
2 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 Tentang 
Pelestarian Kebudayaan Betawi? 
2) Apa hambatan Pemerintah DKI Jakarta dalam menjalankan Pasal 2 
Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 Tentang 







D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis bertujuan sebagai 
berikut: 
1) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Pemerintah DKI dalam 
menjalankan Perda DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 Tentang 
Pelestarian Kebudayaan Betawi. 
2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan Pemerintah DKI 
dalam menjalankan Perda DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 Tentang 
Pelestarian Kebudayaan Betawi. 
 
E. Manfaat Penelitian  
1) Manfaat teoritis 
Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran tentang 
sebuah konsep dalam pemahaman analisis peraturan daerah yang 
menekankan kearifan lokal budaya daerah, sehingga bisa diketahui 
apakah konsepan dan prakteknya sejalan. 
2) Manfaat Praktis 
a. Bagi Pemerintah 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan bagi 
pemerintah untuk memberi kejelasan mengenai apa saja yang 
sudah dilakukan pemerintah dalam Pasal 2 Peraturan Daerah DKI 
Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan 
Betawi 
b. Bagi Akademisi 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk 
menambah ilmu pengetahuan tentang Pelestariaan Kebudayaan 
Betawi 
c. Bagi Masyarakat 
Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi pembaca 
untuk mencermati berbagai macam permasalahan mengenai 




F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 
penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian 
hukum yang bertitik tolak pada data primer yang diperoleh langsung 
dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian 
lapangan.8 Dan juga penelitian yang menekankan pada ilmu hukum 
dan berusaha menelaah kaidah–kaidah hukum yang berlaku dalam 
masyarakat , dalam hal ini penulis mencari data langsung kelapangan 
sehingga penulis mengadakan studi lapangan untuk mendapatkan 
data sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penulis juga perlu 
meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder untuk 
menambah data yang diperlukan dalam penelitian ini. 
2. Pendekatan Penelitian 
  Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 
metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 
                                                             
8 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 16 
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mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara 
menganalisisnya.9 Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam 
melakukan penelitian adalah pendekatan yuridis sosiologis. 
Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dimana hukum 
dikonsepkan sebagai pranata sosial yang riil dikaitkan dengan 
variable–variable sosial lain. 
Pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk memperoleh fakta 
fakta dan jawaban atas implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah 
nomor 4 Tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi. 
3. Lokasi Penelitian 
  Peneliti dalam penelitian ini memilih lokasi di Dinas Kebudayaan 
Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan dasar pertimbangan: 
Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta ini merupakan Dinas yang 
mengetahui efektifitas Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2015  
tentang pelestarian kebudayaan Betawi. 
4. Jenis dan Sumber Data 
a) Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
sampel maupun responden melalui wawancara. Data diperoleh 
melalui wawancara terhadap Kepala Dinas maupun subbagian 
Program dan Para pelaku budayawan Betawi. 
b) Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan 
seperti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang 
Pelestarian Kebudayaan Betawi, buku literatur, artikel artikel 
hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan 
peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan materi 
penulisan penelitian. 
5. Teknik Memperoleh Data 
 Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian 
ini, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan dalam 
penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut: 
a) Teknik Memperoleh Data Primer 
                                                             
9 Suryono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, Hlm. 43 
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Teknik memperoleh data primer melalui wawancara. Peneliti 
dalam memperoleh data menggunakan pedoman wawancara 
dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang sesuai dengan 
penelitian. 
b) Teknik Memperoleh Data Sekunder 
 Teknik memperoleh data sekunder yaitu melalui studi kepustakaan 
buku– buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, pendapat – 
pendapat para sarjana, dan kasus – kasus hukum yang berkaitan 
dengan penelitian ini. Penelusuran pustaka ini peneliti lakukan di 
Perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, PDIH ( Pusat 
Dokumentasi Ilmu Hukum ) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 
dan artikel yang ada di Internet. 
6. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 
a) Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan Provisi DKI 
Jakarta dan Masyarakat DKI Jakarta. 
b) Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya 
mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Sampel dalam 
penelitian ini adalah: 
1) Bidang Nilai Budaya dan Sejarah di Dinas Kebudayaan DKI 
Jakarta. 
2) Masyarakat wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. 
c) Teknik sampling yaitu teknik dalam pengambilan suatu sampel 
dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Teknik sampling 
dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu salah 
satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti 
menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri 
khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan 
dapat menjawab permasalahan penelitian. 
7. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif 
dalam analisis data yang didapatkan langsung di lapangan. Data dari 
hasil yang didapatkan dari hasil wawancara dan kuisioner ini 
dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Metode ini melihat 
sesuatu dengan kenyataan hukum di masyarakat dari aspek – aspek 
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interaksi social.10 Data kualitatif adalah data yang diperoleh melalui 
wawancara dan kuisioner yang mana akan dijadikan bahan untuk 
jawaban atas penelitian.  
8. Definisi Operasional 
a. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 
rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. 
Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah 
dianggap fix. 
b. Melestarikan adalah menjadikan (membiarkan) tetap tidak 
berubah; membiarkan tetap seperti keadaan semula; 
mempertahankan kelangsungan (hidup dsb). 
c. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk 
membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di 
wilayah tertentu.
                                                             







A. KAJIAN UMUM TENTANG TEORI EFEKTIVITAS HUKUM  
Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau 
perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode 
deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain 
pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang 
teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga 
hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang 
sama, yang mempunyai tujuan tertentu.11 
Untuk mengetahui bagaimana suatu peraturan dapat berlaku dengan 
baik diperlukan suatu kajian yang meneliti tentang bagaimana efektivitas 
aturan itu diterapkan. Kata efektivitas merupakan kata dasar dari efektif 
yang dapat berarti sesuatu yang ada efeknya (akibat, pengaruhnya, 
kesannya) dan dapat membawa hasil. 12  Dalam realisasinya peraturan-
peraturan tersebut sering terabaikan atau bahkan sengaja untuk diabaikan, 
hingga akhirnya aturan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal 
tersebut menyebabkan aturan yang seharusnya dilaksanakan menjadi tidak 
efektif. Tidak efektifnya suatu peraturan disebabkan karena kekaburan 
norma hukum atau tidak jelasnya suatu aturan, inkonsistensi aparat dan 
kurangnya dukungan dari masyarakat terkait pelaksanaan peraturan 
tersebut. 
Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui 
apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau 
gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah 
pengaruhnya berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai 
dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan 
agar masyarakat mematuhi norma hukum adalah dengan mencantumkan 
sanksi-sanksinya. Suatu aturan yang baik harus memiliki kejelasan makna 
                                                             
11  Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT 
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 14.  
 






yang dalam penerapannya agar dalam pelaksanannya tidak perlu melakukan 
penafsiran, selain itu faktor konsistensi aparat penegak hukum serta 
dukungan dalam masyarakat juga menjadi aspek dalam efektivitas suatu 
aturan. Untuk dapat mengkaji suatu efektivitas hukum maka diperlukan 
penelaahan teori efektivitas hukum. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Prof. Dr. 
Soerjono Soekanto, SH., MA antara lain:13 
1. Faktor hukumnya sendiri 
Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. 
Dalam raktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum 
sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak 
sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara 
penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu 
tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai 
hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum 
tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih 
banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu 
mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya sekedar 
keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, 
sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing 
orang. 
2. Faktor penegak hokum 
Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian law 
enforcement itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu 
memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara 
proporsional. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai 
institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, 
sedangkat aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari 
kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir 
lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan 
                                                             






kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang 
meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta 
upaya pembinaan kembali terpidana. 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hokum 
Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai 
sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah 
sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas 
pendukung mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan dan 
terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang 
cukup dan sebagainya.14 
4. Faktor masyarakat 
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 
mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai 
pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Berbagai pengertian 
tersebut timbul karena masyarakat hidup dalam lingkungan yang 
berbeda-beda.15 
5. Faktor kebudayaan 
Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup pada nilai-nilai yang 
mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-
konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang 
dianggap buruk.16 Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan 
masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara 
hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan 
dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang 
menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan 
tersebut dapat berlaku secara efektif. 
Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat karena penegakan hukum 
juga merupakan tolak ukur dari efektivitas hukum, apabila semua faktor itu 
telah terpenuhi barulah keadilan dalam masyarakat dapat dirasakan 
sepenuhnya. Karena keadilan merupakan tujuan utama dari penerapan 
                                                             
14 Ibid, hlm 19. 
15 Ibid, hlm 21. 






hukum. Berarti dengan adanya keadilan hukum itu bisa diterima oleh 
masyarakat umum dan barulah efektivitas hukum itu terwujud. 
Sedangkan Lawrence M. Friedmn mengemukakan bahwa efektif dan 
berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, 
yakni struktur hukum (structure of law), substansi hukum (substance of the 
law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat 
penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, 
dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut 
dalam suatu masyarakat.17 
Hans kelsen kemudian mengemukakan konsep efektivitas hukum 
tersebut difokuskan pada subjek dan sanksinya. Subjek adalah entitas yang 
melaksanakan hukum tersebut, yaitu orang (natuurlijk person) atau badan 
hukum (rechtpersoon). Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum 
sesuai dengan bunyi norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi 
hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak. 
Selanjutnya Anthony Allot mengemukakan pendapatnya tentang 
efektivitas hukum, bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan 
keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang 
tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif 
secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan, jika 
suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang 
jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam 
suasana baru yang berbeda, hukum akan menyelesaikannya. 
B. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan 
Menurut pendapat W.Y.S. Poerwadarminta, Pemerintah adalah 
kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan yang 
tertinggi yang memerintah sesuatu negara (seperti kabinet merupakan suatu 
pemerintah). Secara umum, pemerintah dapat didefinisikan sebagai 
organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum 
serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah 
organisasi yang memiliki: 
1. otoritas memerintah dari sebuah unit politik 
                                                             
17  Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System 






2. kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political political) 
3. aparatus yang merupakan badan pemeritahan yang berfungsi dan      
menjalankan kekuasaan 
4. kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk 
menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan 
dengan monopoli atas kekuasaan yang sah. 
Sedangkan secara garis besar pemerintah itu dapat dibedakan menjadi 
dua pengertian yakni Pemerintah sebagai alat kelengkapan Negara dapat 
diartikan secara luas dan dalam arti sempit. 
a. Pemerintah dalam arti luas itu mencakup semua alat kelengkapan 
Negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan 
eksekutif, legislatif, dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain 
yang bertindak untuk dan atas nama negara, sedangkan dalam 
pengertian sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif. 
b. Pemerintah dalam arti sempit adalah organ/alat perlengkapan 
Negara yang diserahi tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-
undang, sedangkan dalam arti luas mencakup semua badan yang 
menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam negara baik eksekutif 
maupun legislatif dan yudikatif. 
Namun dalam kepustakaan disebutkan bahwa istilah pemerintahan 
disebutkan memiliki dua pengertian, yaitu sebagai fungsi dan sebagai 
organisasi. 
1. Pemerintah sebagai fungsi adalah: melaksanakan tugas-tugas 
pemerintahan, pemerintah sebagai organ adalah kumpulan organ-organ 
dan organisasi pemerintahan yang dibebani dengan pelaksanaan tugas 
pemerintahan. Sebagai fungsi kita meneliti ketentuan-ketentuan yang 
mengatur apa dan cara tindakan aparatur pemerintahan sesuai dengan 
kewenangan masing-masing. 
2. Pemerintah sebagai organisasi adalah: bila kita mempelajari ketentuan-
ketentuan susunan organisasi, termasuk didalamnya fungsi, penugasan, 
kewenangan, kewajiban masing-masing departemen pemerintahan, 
badan-badan, instansi serta dinas-dinas pemerintahan. 
Sedangkan Pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut government  






mengemudikan, atau mengendalikan. Pemerintahan berasal dari perkataan 
pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari perkataan perintah.18 Untuk 
dapat membedakan kedua pengertian tersebut, menurut arti etimologis (tata 
bahasa) maka: 
a. Pemerintah ialah kana nama subjek yang berdiri sendiri. Contoh: 
Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan sebagainya. 
b. Pemerintahan ialah kata jadian, yang disebabkan karena subjek 
mendapat akhiran an. Artinya Pemerintah sebagai subjek melakukan 
tugas atau kegiatan. Sedangkan cara melakukan tugas atau kegiatan itu 
disebut sebagai pemerintahan. Tambahan akhiran an dapat juga 
diartikan sebagai bentuk jamak atau dapat berarti lebih dari satu 
Pemerintah19. 
C. Tujuan, Peran, dan Fungsi Pemerintah 
Tujuan fundamental dari pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan 
(basic security) dan keteraturan umum (public order)  agar individu-individu 
dapat menemukan kebahagiaan. Filsuf Thomas Hobbes menunjukkan bahwa 
manusia sebagai binatang rasional (rational animals) menunjukkan 
kepatuhannya kepada pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa 
sebagai yang lebih baik dari anarkhi. Masyarakat dalam satu komunitas 
menciptakan dan taat pada pemerintahan untuk tujuan membangun bagi diri 
mereka keamanan dan ketertiban umum (safety and public order). 
Peranan Pemerintahan dalam kehidupan masyarakat telah mendunia 
secara signifikan selama sejarah umat manusia. Peran pemerintah penting 
dalam menciptakan keamanan dasar (basic security) hingga perhatian dalam 
urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi nasional dan 
secara kekinian menjamin keamanan kehidupan sosial. Sebagaimana 
masyarakat kita menjadi lebih kompleks, lebih berkuasa, dan lebih 
mendominasi. Kontroversi mengenai betapa besar, berkuasa, dan betapa 
dominasinya pemerintah akan terus berlanjut dalam sisa sejarah hidup 
manusia. 
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Pemerintah adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk 
memerintah. Pemerintah ini memiliki power yang lebih dari yang diperintah. 
Jadi dengan kata lain pemerintah memiliki fungsi untuk memerintah 
mayoritas atau orang banyak. Pemerintah memiliki dua macam fungsi, yaitu: 
1. Fungsi Primer 
Fungsi primer adalah fungsi yang terus menerus berjalan dan 
berhubugan positif dengan kondisi yang diperintah (masyarakat). Artinya, 
fungsi ini tidak akan berkurang dengan situasi dan kondisi dari 
masyarakat, baik dari segi ekonomi, politik, social dan budaya. Semakin 
meningkat kondisi yang diperintah maka fungsi ini akan lebih meningkat 
lagi. Jadi, fungsi ini tidak terpengaruh oleh apapun. Pemerintah akan 
tetap konsisten dalam menjalankan fungsinya. Yang termasuk fungsi ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Fungsi Pelayanan (Serving) 
Tugas utama dari pemerintah adalah memberikan pelayanan 
kepada yang diperintah. Masyarakat  membentuk pemerintah 
karena masyarakat tidak mampu  memenuhi kebutuhan 
privatnya. Masyarakat  membutuhkan sebuah lembaga yang bisa 
untuk  memberikan pelayanan yang prima, yaitu pemerintah. 
Fungsi pelayanan ini bersifat universal, maksudnya adalah 
dijalankan oleh semua pemerintahan di seluruh dunia, baik  Negara 
maju, berkembang dan terbelakang.  
b. Fungsi Pengaturan (Reguling) 
Fungsi pengaturan dikatakan sebagai fungsi primer, karena 
pemerintah diberikan kekuasaan yang lebih (powerful) oleh  yang 
diperintah (powerless). Ini merupakan modal  pemerintah untuk bisa 
mengatur masyarakat yang memiliki  kuantitas jauh lebih besar. 
Pengaturan ini bisa berupa  Undang-Undang, Peraturan 
Pemerintah, Perda, ataupun  sejenisnya. Pemerintah mengatur 








2. Fungsi Sekunder 
Fungsi sekunder adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan 
situasi dan kondisi di masyarakat. Artinya adalah semakin tinggi taraf 
hidup yang diperintah, maka semakin kuat bargaining position. 
Sedangkan apabila semakin integratif masyarakat, maka fungsi 
sekundernya akan berkurang. Yang termasuk dalam fungsi sekunder 
adalah: 
a. Fungsi Pembangunan (development) 
Fungsi ini dikategorikan sekunder, karena fungsi ini dilakukan apabila 
kondisi masyarakat lemah. Pembangunan akan berkurang apabila 
keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, 
fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau 
negara berkembang dan terbelakang, sedangkan negara maju akan 
melaksanakan fungsi ini seperlunya. 
b. Fungsi Pemberdayaan (Empowerment) 
Fungsi ini dilakukan apabila yang diperintah atau masyarakat tidak 
memiliki kemampuan dan skill untuk bisa keluar dari zona aman. 
Contohnya masyarakat tertindas, kemiskinan, kurang pendidikan dan 
sebagainya. Pemerintah harus mampu membawa masyarakat keluar 
dari zona ini dengan melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan 
dimaksud untuk bisa mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh 
masyarakat sehingga pemerintah tidak terbebani. Pemberdayaan 
dilakukan demi meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. 
Semakin masyarakat diperdayakan maka ketergantungan terhadap 
pemerintah akan makin berkurang. Jadi, pemerintah tidak memiliki 
suatu pekerjaan yang berat untuk mencapai visi dan misi 
organisasi.20 
 
D. Pemerintahan Daerah 
Pemerintah daerah merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan 
yang ada di daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah ini didasarkan 
pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 







Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas 
kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu 
mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang." 
Ketentuan ini dapat diartikan adanya struktur pembagian wilayah yang 
wilayah tersebut mempunyai pemerintahan tersendiri namun tetap dalam 
hierarki atau jenjang dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi 
dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang kesemuanya berada dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.21 
Pengertian lain mengenai Pemerintahan Daerah dapat juga dilihat dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
Undang-Undang ini memberikan definisi "pemerintahan daerah adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan 
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." 22  Sedangkan 
pemerintah daerah yang dimaksudkan dalam pengertian tersebut adalah 
kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. Berkaitan dengan pengaturan urusan daerah diatur dalam 
pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, menyatakan bahwa: 
1. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan 
pemerintahan konkuren, dan urusan pemerinthan umum. 
2. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan 
Pemerintah Pusat. 
3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah Urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. 
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4. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi 
dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. 
5. Urusuan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden 
sebagai kepala pemerintahan. 
Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 klasifikasi 
urusan pemerintahan terdiri dari tiga urusan yakni: 
a. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang 
sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. 
b. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang 
dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah 
kabupaten/kota. 
c. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Pelaksanaannya 
dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota di wilayahnya 
masing-masing, misalnya urusan menjaga 4 pilar negara. Untuk 
melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur, bupati/walikota 
dibantu oleh perangkat pemerintah pusat dan dibentuk forum koordinasi 
pimpinan daerah dan forum koordinasi kecamatan. Pendanaan 
dibebankan pada APBN. 
Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah 
daerah provinsi adalah23: 
1. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota; 
2. Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah kabupaten/kota; 
3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas 
daerah kabupaten/kota;dan/atau 
4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien 
apabila dilakukan oleh daerah provinsi. 
Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah 
daerah kabupaten/kota adalah24: 
a) Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; 
b) Urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/kota; 
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c) Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya 
dalam daerah kabupaten/kota;dan/atau 
d) Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien 
apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota. 
E. Pemerintah Daerah 
Dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 dikatakan bahwa "Pembagian 
daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan 
pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang 
dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, 
dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa."25 
Wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang 
bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya 
sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri 
sendiri. Untuk membentuk susunan pemerintahan daerah-daerah itu, 
pemerintah bersama-sama DPR telah menetapkan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, pengertian pemerintah daerah adalah kepala 
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
otonom.26 Pemerintah daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk 
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah, wajib berpedoman pada 
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah pusat. 27  Penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan 
pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan 
dasar dan pelaksanaan pelayanan dasar berpedoman pada standar 
pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.28 
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Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah menurut UU Nomor 23 
Tahun 201429 
Kewenangan Pemerintah Pusat Kewenangan Pemerintah Daerah 
1. Menetapkan norma, standar, 
prosedur, kriteria (NSPK), 
paling lama dua tahun 







2. Membatalkan kebijakan 
daerah yang tidak 
berpedoman pada NSPK; 
3. Menetapkan Standar 
Pelayanan Minimal (SPM). 
1. Dalam jangka waktu dua 
tahun, pusat belum 
menetapkan NSPK, Pemda 
melaksanakan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah; 
2. Dalam jangka waktu dua 
tahun, Pusat belum 
menetapkan NSPK, Pemda 
melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah; 
3. Menetapkan kebijakan daerah 
untuk menyelenggarakan 
urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah 
berpedoman pada NSPK; 
4. Memprioritaskan pelaksanaan 
urusan pemerintahan wajib 
yang berkaitan dengan 
pelayanan dasar berpedoman 
pada SPM. 
 
F. Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah 
Penyelenggara pemerintahan adalah presiden dibantu oleh satu orang 
wakil presiden, dan penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah 
daerah dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah 
yang disebut kepala daerah, untuk provinsi disebut gubernur, untuk 
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kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Kepala daerah 
dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, yang masing-masing untuk 
provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan 
untuk kota disebut wakil walikota. 
Tugas dan wewenang kepala daerah adalah: 
1) memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan 
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. 
2) mengajukan rancangan Perda. 
3) menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. 
4) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada 
DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. 
5) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. 
6) mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat 
menunjuk khuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
7) melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
Tugas wakil kepala daerah: 
a) membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan 
daerah. 
b) membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instasi 
vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil 
pengawasan aparat, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan 
pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial 
budaya dan lingkungan hidup. 
c) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten 
dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi. 
d) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah 
kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah 
kabupaten/kota. 
e) memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam 
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah. 
f) melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang 






g) melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala 
daerah berhalangan. 
Wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab 
kepada kepala daerah, dan dapat menggantikan kepala daerah sampai habis 
masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, 
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama enam bulan 
secara terus-menerus dalam masa jabatannya. Dalam melaksanakan 
tugasnya, kepala daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut: 
1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta mempertahankan dan 
memelihara keutuhan NKRI. 
2) meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
3) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 
4) melaksanakan kehidupan demokrasi. 
5) menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. 
6) menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. 
7) memajukan dan mengembangkan daya saing daerah. 
8) melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik. 
9) melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah. 
10) menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan 
semua perangkat daerah. 
11) menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan 
daerah di hadapan rapat paripurna DPRD. 
Gubernur karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil 
pemerintah di wilayah provinsi, dan bertanggung jawab kepada presiden. 
Dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah di daerah, gubernur mempunyai 
tugas dan wewenang, yakni: 
a) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
kabupaten/kota. 
b) Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan 
kabupaten/kota. 
c) Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas 






G. Hak dan Kewajiban Daerah 
Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, mempunyai hak sebagai 
berikut: 
1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 
2) memilih pimpinan daerah. 
3) mengelola aparatur daerah. 
4) mengelola kekayaan daerah. 
5) memungut pajak daerah dan retribusi daerah. 
6) mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber 
daya lainnya yang berada di daerah. 
7) mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. 
8) mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan. 
Adapun kewajiban daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, 
adalah: 
a) melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan 
nasional, serta keutuhan NKRI. 
b) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 
c) mengembangkan kehidupan demokrasi. 
d) mewujudkan keadilan dan pemerataan. 
e) meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. 
f) menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. 
g) menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. 
h) mengembangkan sistem jaminan sosial. 
i) menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. 
j) mengembangkan sumber daya produktif di daerah. 
k) melestarikan lingkungan hidup. 
l) mengelola administrasi kependudukan. 
m) melestarikan nilai sosial budaya. 
n) membentuk dan mendapatkan peraturan perundang-undangan sesuai 
dengan kewenangannya. 
o) kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Hak dan kewajiban daerah tersebut, diwujudkan dalam bentuk rencana 






belanja, dan pembagian daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan 
keuangan daerah, yang dilakukan secara efisien, efektif, transparan, 
akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. 
H. Teori Kebudayaan 
Kebudayaan = cultuur (bahasa Belanda) = culture (bahasa Inggris) 
yang artinya mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan. 
Dari segi arti ini berkembanglah arti culture atau kebudayaan sebagai 
"segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam." 
Ditinjau dari sudut bahasa Indonesia, kebudayaan berasal dari bahasa 
Sansakerta "Buddhayah" yaitu bentuk jamak dari Buddhi yang berarti budi 
dan akal.  
Pendapat lain mengatakan bahwa  kata budaya adalah sebagai suatu 
perkembangan  dari kata majemuk budidaya yang berarti daya dan budi. 
Karena itu mereka membedakan antara budaya dan kebudayaan. Budaya 
adalah daya dari budi berupa cipta, karsa dan rasa; dan kebudayaan hasil 
dari cipta, karsa dan rasa30. 
Pada pengertian lain yang dikemukakan oleh Krech dan Moeljono, 
budaya adalah semua suasana pola baik materiel atau semua perilaku yang 
sudah diadposi masyarakat secara tradisional sebagai pemecahan masalah 
anggotanya budaya didalamnya juga termasuk semua cara yang telah 
terorganisasi, kepercayaan, norma nilai-nilai budaya yang implisit serta 
premis yang mendasar dan mengandung suatu perintah.31 
E.B. tayor dalam bukunya "Primitive Culture" merumuskan definisi 
secara sistematis dan ilmiah tentang kebudayaan sebagai berikut: " 
Kebudayaan adalah komplikasi (jalinan) dalam keseluruhan yang meliputi 
pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keagamaan, hukum, adat 
istiadat serta lain-lain kenyataan dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan 
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manusia sebagai anggota masyarakat. Pada umumnya orang mengartikan 
kebudayaan kesenian seperti seni tari, seni suara dan sebagainya. 32 
Kebudayaan merupakan sistem gagasan atau sistem kognitif yang berupa 
berfungsi sebagai "pedoman kehidupan", referensi pola-pola kelakuan sosial, 
serta sebagai sarana untuk menginterprertasi dan memaknai berbagai 
peristiwa yang terjadi dilingkungan. Setiap praktik dan gagasan kebudayaan 
harus bersifat fungsional dalam kehidupan masyarakat. Jika tidak, 
kebudayaan itu akan hilang dalam waktu yang  tidak lama. 
Kebudayaan haruslah membantu kemampuan survival masyarakat atau 
penyesuaian diri individu terhadap lingkungan kehidupannya. Sebagai 
pedoman  untuk bertindak bagi warga masyarakat, isi kebudayaan adalah 
rumusan dari tujuan- tujuan dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai 
sebuah tujuan itu, yang disepakati secara sosial33. 
Unsur-unsur kebudayan adalah hal-hal apa saja yang dibahas jika kita 
membicarakan suatu kebudayaan dari suatu bangsa, suku bangsa, atau 
suatu etnis. Sejalan dengan Kluckhon dan Koentjaraningrat berpendapat 
adanya tujuh buah unsur kebudayaan universal. Artinya ketujuh unsur itu 
dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia ialah bahasa, kelengkapan 
hidup, sistem mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, pendidikan dan 
pengajaran, religi/kepercayaan dan kesenian. Setiap unsur kebudayaan 
universal tersebut tentu hadir atau menjelma dalam ketiga wujud 
kebudayaan yaitu ide gagasan/nilai/norma/peraturan, tindakan/aktivitas, 
benda fisik.34 
Adanya kebudayaan di dalam masyarakat itu merupakan bantuan yang 
besar sekali pada individu-individu, baik sejak permulaan adanya masyarakat 
sampai kini.   Di dalam melatih dirinya memperoleh dunianya yang baru dari 
setiap generasi manusia tidak lagi memulai dan menggali yang baru tetapi 
menyempurnakan bahan- bahan lama menjadi yang baru dengan pelbagai 
macam cara.Setiap kebudayaan adalah sebagai jalan atau arah di dalam 
bertindak dan berfikir, sehubungan dengan pengalaman-pengalaman yang 
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fudamental , dari sebab itulah kebudayaan itu tidak dapat dilepaskan dengan 
individu dan masyarakat.35 
Setiap kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dapat berwujud 
berbagai komunitas atau kelompok yang menampilkan suatu corak khas. 
Wujud tersebut tidak terjadi begitu saja tetapi melalui suatu proses 
perkembangan yang terjadi dalam dinamika kehidupan sehari-hari. Proses 
tersebut disebut proses evolusi sosial budaya yang berulang dalam jangka 
waktu pendek atau panjang. Dalam tiap masyarakat yang kehidupannya 
diatur oleh adat istiadat atau aturan dan norma yang berlaku dalam 
lingkungannya. Kesatuan sosial yang paling dekat adalah satuan 
kekerabatan, yaitu satu keluarga dan kekerabatan yang lain. Pada akhirnya 
mempunyai identitas sosial yang terikat oleh suatu sistem nilai, norma dan 
adat istiadat  tertentu.  Untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam 
kehidupan, masyarakat berinteraksi menurut pola tindakan melalui sistem 
norma khusus atau disebut pranata.36 
I. Pelestarian Kebudayaan 
Pelestarian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata 
dasar lestari, yang artinya adalah tetap selama-lamanya tidak berubah. 37 
Kemudian, dalam kaidah penggunaan Bahasa Indonesia, pengunaan awalan 
pe- dan akhiran –an artinya digunakan untuk menggambarkan sebuah 
proses atau upaya (kata kerja). Jadi berdasarkan kata kunci lestari ditambah 
awalan pe- dan akhiran –an, maka yang dimaksud pelestarian adalah upaya 
atau proses untuk membuat sesuatu tetap selamalamanya tidak berubah. 
Bisa pula didefinisikan sebagai upaya untuk mempertahankan sesuatu 
supaya tetap sebagaimana adanya.  
Merujuk pada definisi pelestarian dalam Kamus Bahasa Indonesia diatas, 
maka saya mendefinisikan bahwa yang dimaksud pelestarian budaya 
(ataupun budaya lokal) adalah upaya untuk mempertahankan agar/supaya 
budaya tetap sebagaimana adanya.  
Lebih rinci A.W. Widjaja (1986) mengartikan pelestarian sebagai 
kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu 
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guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang 
tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif.38   
Mengenai pelestarian budaya lokal, Jacobus Ranjabar mengemukakan 
bahwa pelestarian norma lama bangsa (budaya lokal) adalah 
mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan 
mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan 
dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.39  
Salah satu tujuan diadakannya pelestarian budaya adalah juga untuk 
melakukan revitalisasi budaya (penguatan). Mengenai revitalisasi budaya 
Prof. A.Chaedar Alwasilah mengatakan adanya tiga langkah, yaitu :  
1) Pemahaman untuk menimbulkan kesadaran, 
2) Perencanaan secara kolektif, dan 
3) Pembangkitan kreatifitas kebudyaaan.  
Pelestarian adalah sebuah upaya yang berdasar, dan dasar ini disebut 
juga faktor-faktor yang mendukungnya baik itu dari dalam maupun dari luar 
dari hal yang dilestarikan. Maka dari itu, sebuah proses atau tindakan 
pelestarian mengenal strategi atapun teknik yang didasarkan pada 
kebutuhan dan kondisinya masing-masing. 40  Kelestarian tidak mungkin 
berdiri sendiri, oleh karena senantiasa berpasangan dengan perkembangan, 
dalam hal ini kelangsungan hidup. Kelestarian merupakan aspek stabilisasi 
kehidupan manusia, sedangkan kelangsungan hidup merupakan percerminan 
dinamika.41   
Menjadi sebuah ketentuan dalam pelestarian budaya akan adanya wujud 
budaya, dimana artinya bahwa budaya yang dilestarikan memang masih ada 
dan diketahui, walaupun pada perkembangannya semakin terkisis atau 
dilupakan. Pelestarian itu hanya bisa dilakukan secara efektif manakala 
benda yang dilestarikan itu tetap digunakan dan tetap ada dijalankan. Kapan 
budaya itu tak lagi digunakan maka budaya itu akan hilang. Kapan alat-alat 
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itu tak lagi digunakan oleh masyarakat, alat-alat itu dengan sendirinya akan 
hilang.42  
Mengenai proses kebudayaan dan strategi atau pola yang 
digunakannya, perlu untuk merujuk pada pengertian kebudayaan yang 
diajukan oleh Prof. Dr. C.A. van Peursen, berikut ini : Kebudayaan 
sebetulnya bukan suatu kata benda, melainkan suatu kata kerja. 43  Atau 
dengan lain perkataan, kebudayaan adalah karya kita sendiri, tanggung 
jawab kita sendiri. Demikian kebudayaan dilukiskan secara fungsionil, yaitu 
sebagai suatu relasi terhadap rencana hidup kita sendiri. Kebudayaan lalu 
nampak sebagai suatu proses belajar raksasa yang sedang dijalankan oleh 
umat manusia. Kebudayaan tidak terlaksana diluar kita sendiri, maka kita 
(manusia) sendirilah yang harus menemukan suatu strategi kebudayaan. 
Termasuk dalam proses melestarikan kebudayaan. Karena, proses 
melestarikan kebudayaan itu adalah pada hakekatnya akan mengarah 
kepada perilaku kebudayaan dengan sendirinya, jika dilakukan secara terus 
menerus dan dalam kurun waktu tertentu. 
J. Kebudayaan Betawi 
Budaya Betawi adalah budaya asli yang penyebarannya dari seluruh 
kota Jakarta hingga area pinggiran Jakarta yaitu Depok, Tangerang, dan 
Bekasi. Apa yang disebut dengan suku Betawi sebenarnya terhitung baru di 
Jakarta dibanding dengan suku-suku Indonesia lainnya di kotanya. Kelompok 
etnis ini lahir dari perpaduan kelompok etnis yang lebih dahulu bermukim di 
Jakarta dan tergolong budaya mestizo. Budaya Betawi semakin terpinggirkan 
karena kota Jakarta terjadi Urbanisasi berlebih baik dari seluruh Indonesia 
hingga pendatang dari luar negeri.44  
Budaya Betawi memiliki ragam kesenian beserta dengan akulturasi 
budaya, bahasa, dan manusia yang menimbulkan berbagai persepsi 
terhadap suku Betawi. Masyarakat Betawi mempunyai beberapa budaya dan 
seni budaya seperti, bahasa, busana atau pakaian adat, seni tari, seni 
pertunjukkan, lagu daerah, seni bela diri, masakan khas Betawi. Suku Betawi 
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adalah suku yang berasal dari hasil perkawinan antar etnis dan bangsa di 
masa lalu.45  
F.X Rahyono sebagaimana dikutip Suswandari46 menyatakan bahwa nilai 
lokal berbasis religiusitas orang Betawi dikenal sebagai pemeluk agama 
Islam yang sangat baik dan taat dalam menjalankan ajaran agamanya. Oleh 
karena itu, setiap aktivitas yang dilakukan masyarakat Betawi tidak terlepas 
dari ajaran agama Islam. Prinsip hidupnya adalah ngasosi, yaitu ngaji, solat, 
dan silat (ilmu beladiri). Pemahaman tentang ilmu agama merupakan 
kompetensi utama bagi orang Betawi. Bahkan, sosok orang alim mendapat 
kedudukan yang tinggi dalam struktur sosial masyarakat‟. 
Berdasarkan pengertian-pengertian tentang Betawi diatas dapat 
disimpulkan bahwa, kata Betawi berasal dari kata Batavia yang diberikan 
nama oleh Belanda yang sekarang disebut Jakarta. Budaya Betawi itu sendiri 
dalam penyebarannya bukan hanya di daerah Jakarta saja melainkan di 
daerah pinggiran Jakarta seperti, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Budaya 
Betawi juga memiliki ragam macam kesenian, bahasa, dan kebudayaan yang 
berakulturasi dengan budaya serta manusia yang menimbulkan perbedaan 
persepsi terhadapnya. Betawi juga memiliki sebutan-sebutan seperti Betawi 
tengahan, Betawi pinggiran, dan Betawi pesisiran. Betawi bukanlah suatu 
etnis atau suku murni tetapi terdiri dari beberapa etnis atau suku yang 
bercampur dan terjadilah suku atau etnis Betawi. 
Kebudayaan Betawi bukan hanya terbatas pada tradisi orangpedesaan 
yang berdiam di pinggiran saja, tetapi juga berada di tengah kota. Asalkan 
mereka sadar akan identitasnya sebagai bagian dari masyarakat Betawi, 
serta bagian dari kebudayaan yang tersebar dan diwariskan tuuntemurun. 
Ciri-ciri pengenalan kebudayaan Betawi terbagi dalam tiga kelompok dasar, 
yaitu: bentuk lisan, bentuk setengah lisan dan bentuk bukan lisan. 
1) Bentuk lisan 
a) Bahasa rakyat Betawi, meliputi: logat, julukan, sindiran dan 
sebagainya. 
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b) Ungkapan tradisional Betawi, meliputi: peribahasa, pepatah dan 
lain-lain. 
c) Puisi rakyat Betawi, meliputi: pantun dan syair. 
d) Cerita prosa rakyat Betawi, meliputi: mite, legenda dan dongeng 
e) Nyanyian rakyat Betawi, seperti: Jali-jali, Cinte Manis dan 
sebagainya. 
2) Bentuk Setengah Lisan 
a) Hiburan dan permainan rakyat, seperti: gaplek, congklak, 
enggrang,dan lain-lain. 
b) Drama rakyat Betawi, seperti: lenong, topeng, Jinong. 
c) Tari Betawi, seperti: Zapin, Doger, Ngibing, Blenggo. 
d) Upacara-upacara adat Betawi, seperti: kelahiran anak, 
khitanan,pernikahan, kematian. 
e) Pesta-pesta rakyat, perayaan yang berhubungan dengan 
keagamaanseperti perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, 
Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, lebaran Haji, dan lain-lain. 
3) Bentuk Bukan Lisan 
Bentuk ini dibagi dalam dua golongan 
a) Material: 
1. Arsitektur rakyat, terlihat pada bentuk asli rumah adat Betawi di 
daerah Condet, Marunda atau yang terlihat di anjungan DKI 
Jakarta Di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). 
2. Seni kerajinan tangan, seni ukir perabot rumah tangga. 
3. Pakaian serta perhiasan tubuh. 
4. Alat-alat musik, seperti: rebana, tehyan, tanjidor dan 
sebagainya. 
5. Makanan dan minuman, seperti: gado-gado, laksa, kerak telor 
dan sebagainya. 
b) Non Material: 








HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta 
1. Letak Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta 
Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta terletak di Jalan Kuningan Barat 
Raya NO.2, RW.1, Kuningan Barat., Kecamatan Mampang Prapatan., Kota 
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710. 
 
2. Arti Lambang/Logo Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta 
 
Lambang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta berbentuk sebuah perisai 
bersegi lima. Dalam perisai ini terlukis sebuah pintu gerbang atau gapura. 
Di tengahnya ada gambar Monumen Nasional Indonesia (Tugu Nasional) 
yang di sisi kiri dan kanan dilingkari dengan padi dan kapas. Lalu di 
bawahnya ada gambar gelombang yang dilukiskan secara stilistis. 
Simbolika Lambang: 
a. Monumen Nasional Indonesia adalah sebuah markah tanah Jakarta 
sehingga dilukiskan di lambing ini. Tugu Nasional juga sebagai lambing 






b. Pintu gerbang melambangan kota dan kekhususan Jakarta sebagai pintu 
keluar-masuk kegiatan-kegiatan nasional dan hubungan internasional. 
c. Kapas dan padi melambangkan kemakmuran atau usaha Jakarta yang 
bertekad mencukupi kebutuhan sandang dan pangan warganya. 
d. Tali emas melambangkan pemersatuan dan kesatuan. 
e. Gambar gelombang (ombak laut) melukiskan lokasi Jakarta di pesisir 
dan juga Jakarta sebagai kota pelabuhan. 
f. Perisai segi lima melambangkan Pancasila. 
g. Seloka “Jaya Raya” yang merupakan slogan perjuangan Jakarta yang 
artinya ialah lambing semangat kota Jakarta supaya tetap Berjaya dan 
besar. 
Simbolika warna: 
1) Warna emas di pinggir perisai adalah lambing kemuliaan. 
2) Warna merah di seloka adalah lambing kepahlawanan. 
3) Warna putih di pintu gerbang adalah lambing kesucian pancasila. 
4) Warna putih di Tugu Nasional adalah lambing kemegahan kreasi mulia. 
5) Warna kuning di padi, serta hijau dan putih pada kapas adalah lambing 
kemakmuran dan keadilan. 
6) Warna biru adalah lambing angkasa bebas dan luas. 
7) Warna putih di ombak adalah lambing alam laut yang kasih. 
 
3. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan DKI Jakarta 
a. Visi adalah suatu maksud, tujuan, atau impian besar yang ingin dicapai 
oleh seseorang maupun sebuah organisasi. Ketika menjalankan setiap 
tugasnya sebagai penggerak perekonomian di sector pariwisata, 
Disparbud Jakarta memiliki visi sebagai berikut: 
“Jakarta sebagai Tujuan Wisata dan Budaya dengan standar 
Internasional” 
 Visi ini dilandasi oleh keinginan kuat pemerintah Jakarta, terutama 
Disparbud Jakarta, untuk menyajarkan Jakarta dengan kota-kota besar 







b. Jika visi merupakan tujuan akhir, maka misi adalah serangkaian langkah 
yang perlu diambil untuk meraih tujuan tersebut. Pembentukan 
Disparbud Jakarta juga merupakan salah satu langkah untuk meraihnya. 
Berikut ini adalah misi yang diemban oleh Disparbud Jakarta: 
Membangun sumber-sumber serta produk-produk pariwisata dan 
kebudayaan. Mendorong pemberdayaan masyarakat, komunitas, serta 
organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pariwisata dan 
kebudayaan. Membangun infrastruktur pariwisata dan kebudayaan. 
 
4. Tugas Pokok dan fungsi 
Tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan DKI Jakarta sebagaimana 
diatur di Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur nomor 149 Tahun 
2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan 
a. Dinas Kebudayaan DKI Jakarta mempunyai tugas pokok 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan pada sub 
urusan kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya dan 
permuseuman. 
b. Fungsi 
 Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dalam pasal 3 ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Anggaran Dinas 
2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas 
3. Perumusan Kebijakan, Proses Bisnis, Standar, dan Prosedur Dinas 
4. Pelaksanaan Kebijakan, Proses Bisnis, standar, dan Prosedur Dinas 
5. Pelaksanaan Pengelolaan, Pembinaan, dan Pelestarian Kebudayaan 
6. Pelaksanaan Pengkajian dan Pengembangan Kebudayaan 
7. Pelaksanaan Pengembangan, Hubungan Kebudayaan dalam dan 
Luar Negeri 
8. Pelaksanaan Promosi Kebudayaan 
9. Pelaksanaan Penyelenggaraan Apresiasi Urusan Kebudayaan 
10. Pelaksanaan Pemberian Usulan Penetapan Warisan Budaya 
11. Pelaksanaan Pembinaan Pelaku, Komunitas dan Lembaga 
Kebudayaan 






13. Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Adat 
14. Pelaksanaan Pembinaan Kesenian Masyarakat 
15. Pelaksanaan Pembinaan Sejarah Lokal Daerah 
16. Pelaksanaan Penetapan, Pengelolaan, dan Pengembangan Cagar 
Budaya 
17. Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Konservasi, Penataan dan 
Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya 
18. Pelaksanaan Pengelolaan Museum 
19. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Izin di Bidang 
Kebudayaan 
20. Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Kebudayaan 
21. Pelaksanaan Penyediaan, Penatausahaan, Penggunaan, 
Pemeliharaan, dan Perawatan Prasarana dan Sarana pada urusan 
Kebudayaan 
22. Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan 
Pertanggungjawaban Dinas 
23. Pelaksanaan Kesektariatan Dinas Kebudayaan ; dan 
24. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau 
Sekretaris Daerah. 
 
5. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan DKI Jakarta 
Segala struktur mengenai Dinas Kebudayaan DKI Jakarta telah 
dijelaskan di Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 




















6. Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan DKI Jakarta 
Adapun susunan Organisasi Dinas Kebudayaan DKI Jakarta terdiri dari:47 
a. Sekretariat Dinas 
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian 
2. Subbagian Program dan Pelaporan 
3. Subbagian Keuangan 
b. Bidang Pelindungan Kebudayaan 
1. Seksi Nilai Budaya 
2. Seksi Cagar Budaya 
3. Seksi Sejarah dan Permuseuman 
c. Bidang Pembinaan Kebudayaan 
1. Seksi Pelaku Budaya 
2. Seksi Komunitas dan Masyarakat 
3. Seksi Lembaga Kebudayaan 
d. Bidang Pemanfaatan Kebudayaan 
1. Seksi Pergelaran Seni dan Budaya 
2. Seksi Seni Rupa dan Perfilman 
3. Seksi Promosi Seni dan Budaya 
e. Bidang Pengembangan Kebudayan 
1. Seksi Riset dan Pengembangan 
2. Seksi Data dan Informasi 
3. Seksi Kemitraan 
f. Suku Dinas 
1. Suku Dinas Kebudayan Kota, terdiri atas: 
a) Subbag Tata Usaha 
b) Seksi Pelindungan 
c) Seksi Pembinaan 
d) Seksi Pemanfaatan 
e) Satuan Pelaksana Kebudayaan Kecamatan 
2. Suku Dinas Kebudayaan Kabupaten, terdiri atas: 
a) Subbag Tata Usaha 
                                                             






b) Seksi Perlindungan 
c) Seksi Pembinaan dan Pemanfaatan 
g. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas: 
1. Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta 
a) Subbagian Tata Usaha 
b) Satuan Pelaksana Edukasi dan Informasi 
c) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana 
d) Satuan Pelaksana Pelayanan Museum 
 
2. Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta 
a) Subbagian Tata Usaha 
b) Satuan Pelaksana Koleksi dan Perawatan 
c) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana 
d) Satuan Pelaksana Pelayanan 
 
3. Unit Pengelola Museum Seni 
a) Subbagian Tata Usaha 
b) Satuan Pelaksana Pelayanan Informasi dan Edukasi 
c) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana 
d) Satuan Pelaksana Pelayanan Museum 
 
4. Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi 
a) Subbagian Tata Usaha 
b) Satuan Pelaksana Pelayanan dan Informasi 
c) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana 
 
5. Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya 
a) Subbagian Tata Usaha 
b) Satuan Pelaksana Tempat Pertunjukan 
 
6. Pusat Konservasi Cagar Budaya 
a) Subbagian Tata Usaha 
b) Satuan Pelaksana Preventif 







7. Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki 
a) Subbagian Tata Usaha 
b) Satuan Pelaksana Program dan Kesenian 
c) Satuan Pelaksana Promosi dan Pemasaran 
d) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana 
e) Satuan Pelaksana Teknik, Pertunjukan dan Publikasi 
 
8. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 
B. Upaya Pemerintah DKI Jakarta Dalam Menjalankan Pelestarian 
Kebudayaan Betawi  
Pemerintah Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintah oleh 
pemerintah Daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) menurut 
asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) 
sebagaimana dimaksud dalam UUD (Undang-Undang Dasar) tahun 1945. 
Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melaksanakan kebijakan atau 
aturan-aturan sebagai salah satu cara untuk mengembangkan potensi 
kebudayaan Betawi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 
Menurut Bapak Arif Rahman selaku Kepala Bidang Pengembangan, Upaya 
dari Pemerintah Daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut:48  
1. Membuat regulasi yang mengatur hal-hal teknis dalam implementasi 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, diantaranya: 
a. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 229 Tahun 2016 
tentang Penyelenggaraan Pelestarian Budaya Betawi. 
b. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Ikon Budaya Betawi. 
c. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 
Festival Seni Budaya Sepanjang Tahun. 
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2. Meningkatkan koordinasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 
kepada semua stakeholder terkait melalui sosialisasi berjenjang serta 
penyediaan ruang bagi para pelaku seni melalui pelatihan dan 
pembinaan. 
3. Kolaborasi antara berbagai elemen baik dari Pemerintah, Stakeholder, 
Lembaga / Organisasi kebudayaan, dan masyarakat dalam pelaksanaan 
dan pengawasan Pelestarian Kebudayaan Betawi. 
4. Membuat inovasi baru untuk menunjang pelestarian kebudayaan Betawi 
dengan menggunakan media cetak, online, dan elektronik. 
 Contoh yang sedang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta adalah 
membuat Laskar Adat Betawi yang tugasnya menjaga ketertiban, 
keamanan, dan mengawasi kelancaran adat. Pemerintah DKI Jakarta 
mengikutsertakan Budayawan Betawi untuk menjadi Laskar Adat Betawi. 
Sama halnya dengan Pecalang Bali. 
C. Analisis Upaya Pemerintah DKI Jakarta Dalam Menjalankan 
Pelestarian Kebudayaan Betawi  
Pemerintah Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintah oleh 
pemerintah Daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) menurut 
asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) 
sebagaimana dimaksud dalam UUD (Undang-Undang Dasar) tahun 1945. 
Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melaksanakan kebijakan atau 
aturan-aturan sebagai salah satu cara untuk mengembangkan potensi 
kebudayaan Betawi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 
Menurut Bapak Arif Rahman selaku Kepala Bidang Pengembangan, Upaya 
dari Pemerintah Daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut:49  
1. Membuat regulasi yang mengatur hal-hal teknis dalam 
implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, 
diantaranya: 
a. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 229 Tahun 
2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Budaya Betawi. 
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b. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Ikon Budaya Betawi. 
c. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Sepanjang Tahun. 
2. Meningkatkan koordinasi Peraturan Daerah dan Peraturan 
Gubernur kepada semua stakeholder terkait melalui sosialisasi 
berjenjang serta penyediaan ruang bagi para pelaku seni melalui 
pelatihan dan pembinaan. 
3. Kolaborasi antara berbagai elemen baik dari Pemerintah, 
Stakeholder, Lembaga / Organisasi kebudayaan, dan masyarakat 
dalam pelaksanaan dan pengawasan Pelestarian Kebudayaan 
Betawi. 
4. Membuat inovasi baru untuk menunjang pelestarian kebudayaan 
Betawi dengan menggunakan media cetak, online, dan elektronik. 
 Contoh yang sedang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta adalah 
membuat Laskar Adat Betawi yang tugasnya menjaga ketertiban, 
keamanan, dan mengawasi kelancaran adat. Pemerintah DKI Jakarta 
mengikutsertakan Budayawan Betawi untuk menjadi Laskar Adat Betawi. 
Sama halnya dengan Pecalang Bali. 
D. Hambatan Pemerintah DKI Jakarta Dalam Menjalankan Peraturan 
Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian 
Kebudayaan Betawi 
Hambatan Pemerintah DKI Jakarta dalam Menjalankan Peraturan Daerah 
Mengenai Pelestarian Kebudayaan Betawi tidak mudah melaksanakan kegiatan 
pelestarian budaya betawi. Karena untuk melaksanakan kegiatan pelestarian 
kebudayaan Betawi diperlukan aturan pelaksana yakni Peraturan Gubernur. 
Sebelumnya, pada tanggal 11 November 2016, Sumarsono, Plt. Gubernur DKI 
Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 
229 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi. 
 Peraturan Gubernur ini tidak bersifat aturan pelaksana karena sebagai 
tindak lanjutnya harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan, penyelenggaraan pelestarian 
kesenian, pelestarian kepurbakalaan, penyelenggaraan permuseuman, 






pemakaian dan penempatan ornament, pelestarian perfilman dokumenter 






















1 Jakarta Pusat 502 49,5 47 27,0 12 21,8 479 53,4 
2 Jakarta Selatan 11 1,1 7 4,0 1 1,8 4 0,4 
3 Jakarta Utara 260 25,6 39 22,4 15 27,3 238 26,5 
4 Jakarta Barat 49 4,8 22 12,6 9 16,4 23 2,6 
5 Jakarta Timur 193 19,0 59 33,9 18 32,7 153 17,1 
Jumlah 1.015  174  55  897    
Sumber : Data Sekunder, hasil analisis, 2018 
Berdasarkan Tabel 3.1 tampak bahwa konten Betawi yang dikembangkan 
oleh sanggar baru mencapai 17% (174 dari 1.015 sanggar yang terdata di 
DKI Jakarta). Kondisi ini berarti secara potensial konten Betawi masih dapat di 
kembangkan oleh Sanggar Budaya yang ada di DKI Jakarta. Demikian pula 
jika dilihat dari keaslian konten Betawi yang dikembangkan oleh sanggar rata-




















Jenis Kesenian Betawi 
 
Sumber : Data Sekunder, hasil analisis, 2018 
Berdasarkan gambar 3.2 beberapa jenis kesenian Betawi yang 
dikembangkan oleh sanggar juga masih sangat terbatas, yaitu baru mencapai 
13 jenis (Gambang keromong, Hadroh, Kerajinan Tangan, Kesenian Lenong 
Betawi, Marawis, Palang Pintu Betawi, Pencak Silat Beksi Betawi, Pencak Silat 
Seliwa Betawi, Puisi, Seni Bela Diri, Seni Pencak Silat Cingkrik, Seni Tari 
Tradisional Betawi, dan Silat Obor) yang disajikan pada gambar 3.2 
Sementara itu berbagai produk seni dan budaya yang diakui oleh masyarakat 
betawi adalah produk Seni Musik (20), Tari (11), Sastra (3), Teater (17), Seni 
Rupa (12), Budaya (10), dan hal-hal khusus ada 9 produk serta berbagai 




























































































































































Budaya Betawi diluar kuliner, artinya baru sekitar 16% yang di kembangkan 










Sumber : Data Sekunder, hasil analisis, 2018 
Hasil analisis menunjukkan bahwa keaslian budaya berdasarkan ragam dan 
karakteristiknya di seluruh DKI Jakarta diperkirakan mencapai 15%, namun 
bervariasi di daerah-daerah lain di DKI Jakarta. Sebagian di antaranya sudah 
























Sanggar Betawi si PITUNG berada di daerah Rawa Belong, Jakarta Barat. 
Menurut Bang Bahtiar50, Sanggar ini masih sangat eksis dalam melakukan 
pelatihan kebudayaan Betawi. Tidak hanya eksis di Jakarta, tetapi sampai ke 
daerah Bogor, Depok, dan Tanggerang. Sanggar Betawi si Pitung ini 
menyangkup menyeluruh kegiatan kebudayaan Betawi. 
                                                             






Kesulitan yang dihadapi sanggar ini ialah menghadapi kemajuan dunia 
teknologi, yang mana masih banyak anggota sanggar belum menguasai 
kemajuan teknologi. Dan kurang mendapatkan dukungan dari para orangtua 
yang anaknya menjadi anggota di sanggar ini. 
Kurangnya penyelenggaraan kegiatan kebetawian, dikarenakan tidak 
adanya donator khusus dari Pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat sekitar 








Aturan Pelaksana Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian 
Kebudayaan Betawi 
No Peraturan Gubenur Telah 
diundangkan 
Belum terlaksana 
1 Rencana induk pelestarian 
kebudayaan 
 √ 
2 Penyelenggaraan pelestarian 
kesenian Betawi 
√  






5  Penyelenggaraan pelestarian 
kesejarahan dan penulisan 
kesejarahan 
 √ 
6 Pemakaian dan penempatan 
ornamen bercirikan khas 
budaya Betawi 
√  






adat istiadat Betawi 
8  Pelestarian perfilman 
dokumenter budaya Betawi, 
 √ 
9 Data dan informasi 
kebudayaan Betawi. 
√  
10 Penyelenggaraan pelestarian 
kepustakaan dan kenaskahan 
 √ 
11 Penyelenggaraan pelestarian 
kuliner 
 √ 




Berdasarkan Tabel 3.3 beberapa peraturan Gubernur baru terdapat 3 
peraturan Gubernur dari yang dibutuhkan 12 peraturan Gubernur. Peraturan 
Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan daerah DKI Jakarta nomor 4 tahun 
2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi. 
 Menurut Bapak Arif Rahman selaku Kepala Bidang Pengembangan, hambatan 
yang mempengaruhi dalam penyusunan Rencana Peraturan Gubernur antara lain 
yaitu :51 
1. Faktor Hukum 
Kurangnya peraturan pelaksana untuk melaksanakan peraturan daerah 
nomor 4 tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi, serta 
menganggap bahwa ketika sudah adanya peraturan Gubernur Provinsi DKI 
Jakarta nomor 229 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pelestarian 
kebudayaan Betawi itu sudah cukup untuk melaksanakan kegiatan 
kebudayaan lainnya. 
 
2. Faktor dari Pimpinan dan Instansi 
a. Kurang optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan dan pengawasan 
Peraturan Daerah pelestarian kebudayaan Betawi, masih banyak para 
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pejabat instansi maupun daerah belum memiliki pandangan yang sama 
untuk melestarikan kebudayaan Betawi. 
b. Kurangnya sosialisasi peraturan daerah dan peraturan gubernur kepada 
semua stakeholder yang mengakibatkan masih banyak yang belum 
memahami apa maksud dari peraturan daerah dan peraturan gubernur 
itu. 
 
3. Faktor Sarana Prasarana 
a. Masih banyak pegawai dinas kebudayaan yang belum memahami 
teknologi, hal itu menyebabkan pegawai negeri dinas kebudayaan sulit 
untuk menemukan serta mencari aturan-aturan terbaru mengenai 
aturan pelaksana kegiatan kebudayaan. 
b. Kurangnya tempat atau lahan dari stakeholder maupun pemerintah 
daerah yang fungsinya untuk melaksanakan pelestarian kebudayaan 
Betawi. 
c. Masih banyak seniman ataupun budayawan Betawi yang belum 
memahami teknologi, hal ini menyebabkan budayawan Betawi sulit 
untuk menjalankan keseluruhan kegiatan kebudayaan Betawi. 
4. Faktor Masyarakat 
Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian Budaya Betawi, 
masih banyak masyarakat Jakarta yang menganggap bahwa budaya betawi 
adalah budaya kuno dan malu untuk melestarikan kebudayaan Betawi. Hal 
ini diperberat dengan munculnya kecenderungan penguatan orientasi 
primordial, yaitu sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh 
hal-hal yang dibawa sejak kecil seperti kelompok, etnis, dan agama yang 
berpotensi memperlemah ketahanan nasional dan keharmonisan interaksi 
sosial. Permasalahan ini, antara lain, disebabkan oleh globalisasi yang 
mempengaruhi perubahan tatanan kehidupan, termasuk tatanan sosial 
budaya yang berdampak pada terjadinya pergeseran pada nilai-nilai di 
dalam kehidupan masyarakat Jakarta. 
5. Faktor Kebudayaan 
a. Masih banyak pegawai dinas kebudayaan serta masyarakat Jakarta 
terkhusus Betawi belum mencari tahu tentang budaya Betawi itu 
sendiri, hal itu menyebabkan pegawai dinas kebudayaan tidak memiliki 






masyarakat Jakarta terkhusus Betawi untuk generasi mudanya 
menganggap budaya Betawi itu ketertinggalan zaman. 
b. Masyarakat Jakarta terkhusus Betawi belum menjadikan budaya 
Betawi sebagai identitas dirinya. 
 
E. Analisis Hambatan Pemerintah DKI Jakarta dalam Melestarikan 
Budaya Betawi menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah DKI 
Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan 
Betawi 
 Pakar hukum yang bernama Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa 
penegakan hukum memiliki makna yaitu implementasi hukum atau 
pelaksanaan hukum itu sendiri.52 Penegakan hukum berhubungan dengan dua 
komponen, yaitu: terdapatnya seperangkat aturan yang berfungsi mengatur 
tingkah laku manusia dalam mengatasi sengketa yang muncul diantara 
anggota masyarakat kemudian, adanya seperangkat lembaga atau orang yang 
melaksanakan tugas supaya peraturan yang dibuat itu ditaati dan tidak 
dilanggar. 
 Penulis sudah memaparkan pada pokok bahasan diatas mengenai 
hambatan Pemerintah DKI Jakarta dalam melestarikan kebudayaan Betawi 
menurut Pasal 5 ayat 1 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015. 
Dan juga dapat melihat apa saja hambatan dan solusi yang dihadapi. 
Berdasarkan Teori Efektivitas Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang 
mempengaruhi efektif atau tidaknya pelaksanaan suatu hukum dimasyarakat, 
faktor tersebut berupa faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, 
faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. 
 Dari kelima faktor tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 
upaya Pemerintah DKI Jakarta dalam melestarikan kebudayaan Betawi 
menurut pasal 5 ayat 1 Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 4 Tahun 2015, 
yang penulis uraikan sebagai berikut: 
1. Faktor hukum itu sendiri : 
Pada Teori Efektivitas menurut Soejono Soekanto, Faktor Hukumnya 
Sendiri Hukum (peraturan) sebagai salah satu faktor penentu efektivitas 
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hukum, dalam hal ini hukum dapat memberikan fungsinya untuk mencapai 
keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. 53  Didalam hambatan pemerintah 
DKI Jakarta dalam melestarikan kebudayaan Betawi ini, faktor hukumnya 
berupa Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Pelestarian Kebudayaan Betawi, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 
Nomor 229 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Budaya 
Betawi, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Ikon Budaya Betawi, dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 
Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Festival Seni Budaya 
Sepanjang Tahun. Peraturan ini yang menjadi dasar pelaksanaan 
penerapan pelestarian Kebudayaan Betawi, menurut penulis peraturan ini 
sudah dibuat dengan baik dan jelas mengenai pengertian, tujuan, dan tata 
cara penjatuhan sanksi hukuman bagi setiap orang atau badan hukum 
yang melanggar. 
Namun peraturan tersebut ini masih belum cukup untuk melaksanakan 
kegiatan kebudayaan lainnya, dikarenakan peraturan ini tidak bersifat 
aturan pelaksana semua kegiatan kebudayaan, sebagai tindak lanjutnya 
harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
rencana induk pelestarian kebudayaan, penyelenggaraan pelestarian 
kesenian, pelestarian kepurbakalaan, penyelenggaraan permuseuman, 
penyelenggaraan pelestarian kesejarahan dan penulisan kesejarahan, 
pemakaian dan penempatan ornamen, pelestarian perfilman dokumenter 
budaya, serta data dan informasi kebudayaan. 
Sehingga apabila semua peraturan yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan kegiatan kebudayaan lainnya dapat tersusun dengan baik 
dan cepat, maka seharusnya masyarakat sudah dapat merasakan tujuan 
hukum dari peraturan ini yaitu, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari 
adanya upaya pemerintah dki Jakarta dalam melestarikan kebudayaan 
Betawi. 
 
2. Faktor penegak hukum : 
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Pada teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto selanjutnya yang 
mempengaruhi efektivitas hukum yaitu penegak hukum, yang dimaksud 
adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, bagian 
dari pihak-pihak hukum dapat berupa aparatur penegak hukum yang 
mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara 
proporsional.54 
Penegak hukum dalam upaya melestarikan kebudayaan Betawi dalam 
hal ini yaitu Dinas Kebudayaan sebagai unsur pelaksana Pemerintah 
Daerah masih kurang efektif, dikarenakan kurang optimalnya koordinasi 
dalam pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah Dki Jakarta 
mengenai Pelestarian Kebudayaan Betawi masih mendapat kendala yang 
mana membuat penerapan pelaksanaan berjalan kurang efektif atau 
terhambat. 
Dari faktor penghambat tersebut dapat kita lihat dari kinerja para 
pegawai yang belum mampu memahami seluruhnya substansi dari 
Peraturan Daerah mengenai Pelestarian Kebudayaan Betawi. Jika hal ini 
terjadi, maka dalam menyelesaikan permasalahan yang ada para pegawai 
pegawai pasti sulit memecahkan masalah. Padahal di dalam aturan sudah 
ada prosedur bagaimana menangani masalah khususnya dalam 
menjalankan Peraturan Daerah tersebut. 
 
 
3. Faktor fasilitas atau sarana yang mendukung penegakan hukum 
Pada teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto faktor Sarana dan 
Prasarana juga dapat mempengaruhi efektif atau tidaknya hukum itu 
dilaksanakan. 
Faktor sarana dan prasarana berfungsi bagi aparat dalam melakukan 
penerapan hukum agar dapat berjalan dengan efektif, dimana sarana dan 
prasarana tersebut haruslah terpelihara dengan baik, dan apabila ada 
sarana dan prasarana yang terkendala dapat segera diperbaiki agar tidak 
mengganggu kinerja penerapan hukum.55 
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Faktor ini bisa dilihat dari masih adanya pegawai yang tidak mengetahui 
adanya peraturan gubernur baru yang mengatur pelaksanaan tentang 
pelestarian kebudayaan Betawi. Hal tersebut disebabkan kurangnya 
sosialisasi mengenai aturan terbaru dari pemerintah daerah ke pejabat 
dinas sehingga para pegawai yang ada di dinas kebudayaan tidak 
mengetahui adanya aturan terbaru mengenai pelaksanaan pelestarian 
kebudayaan. 
4. Faktor masyarakat : 
Pada teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto faktor masyarakat 
juga dapat mempengaruhi efektif atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. 
Suatu hukum harus diciptakan dengan memperhatikan keserasian 
antara norma hukum dengan nilai-nilai dan keadaan yang ada di dalam 
masyarakat. Artinya efektif atau tidaknya hukum di masyarakat bergantung 
pada kemauan dan kesadaran hukum dari masyarakatnya. Apabila 
kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah maka akan mempersulit 
pejabat pembuat hukumnya. Untuk itu perlu adanya langkah sosialisasi 
yang melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak 
hukum, mengenai hukum tersebut agar dapat berjalan dengan baik.56 
Dalam hal ini masyarakat Betawi masih menganggap kebudayaan 
Betawi adalah budaya yang ketertinggalan zaman. Pada kenyataannya 
Kebudayaan Betawi merupakan bagian dari budaya nasional dan 
merupakan aset bangsa, maka keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, 
dibina, dilestarikan, dan dikembangkan. 
5. Faktor Kebudayaan 
Faktor kebudayaan juga sebagai salah satu faktor penentu efektivitas 
suatu hukum, dalam hal ini faktor kebudayaan masyarakat. Banyak 
pegawai dinas yang bersikap acuh ketika melihat sesama teman pegawai 
dinas yang tidak mengetahui fungsi peraturan gubernur terhadap 
peraturan daerah sehingga kemungkinan banyak kasus pelaksanaan 
kegiatan kebudayaan yang belum terlaksana. Hal ini ditambah masyarakat 
Jakarta terkhusus masyarakat Betawi belum menjadikan budaya Betawi 
sebagai identitas dirinya. 












Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh 
penulis bahwa Upaya Pemerintah DKI Jakarta Dalam Melestarikan 
Budaya Betawi Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah DKI Jakarta 
Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi di Dinas 
Kebudayaan DKI Jakarta, hal tersebut dapat disimpulkan dari 
rekapitulasi laporan data dari Dinas Kebudayaan DKI Jakarta serta 
mekanisme Upaya pelestarian kebudayaan Betawi antara lain: 
1. Upaya Pemerintah DKI Jakarta Dalam Menjalankan 
Pelestarian Kebudayaan Betawi  
a. Pemerintah daerah DKI Jakarta akan terus membuat regulasi-
regulasi baru yang mengatur hal-hal teknis dalam implementasi 
Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 4 tahun 2015, serta 
meningkatkan koordinasi Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang 
pelestarian kebudayaan Betawi dan Peraturan Gubernur DKI 
Jakarta tentang teknis implementasinya kepada semua 
stakeholder, lembaga / organisasi kebudayaan, dan masyarakat 
Jakarta melalui sosialisasi berjenjang, serta penyediaan ruang 
bagi para pelaku seni. 
b. Meningkatkan kolaborasi antar berbagai elemen baik dari 
pemerintah, stakeholder, organisasi kebudayaan, dan 
masyarakat Jakarta dalam pelaksanaan pengawasan pelestarian 
kebudayaan Betawi, serta melakukan inovasi baru untuk 
menunjang pelestarian kebudayaan Betawi. 
2. Hambatan Pemerintah DKI Jakarta Dalam Menjalankan 
Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 Tentang 






1) Faktor Hukum: Kurangnya peraturan pelaksana untuk 
melaksanakan kegiatan kebudayaan yang dimana sudah diatur 
di dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 
tentang pelestarian kebudayaan Betawi. 
2) Faktor dari Pimpinan dan Instansi: Kurangnya koordinasi dan 
sosialisasi mengenai Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 
Tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi yang 
mengakibatkan para pejabat dinas  belum memiliki pandangan 
yang sama untuk melakukan pelestarian kebudayaan Betawi. 
3) Faktor Sarana Prasarana: Kurangnya sarana prasarana terkait 
tempat atau lahan untuk melaksanakan pelestarian kebudayaan 
Betawi. 
4) Faktor Masyarakat: Kurangnya kesadaran masyarakat Jakarta 
terkhusus Betawi untuk melestarikan kebudayaan Betawi. 
5) Faktor Kebudayaan: Kurangnya kesadaran para pejabat Dinas 
Kebudayaan dan Masyarakat Jakarta terhadap pelestarian 
kebudayaan Betawi yang mengakibatkan pejabat dinas dan 
masyarakat Jakarta belum memiliki pandangan yang sama 
untuk melestarikan budaya Betawi. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan beberapa 
hal sebagai berikut : 
1. Melakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan yang tertuang 
dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 4 tahun 2015 tentang 
pelestarian kebudayaan Betawi, salah satunya melalui kajian dengan 
melibatkan akademisi, masyarakat, dan stakeholder terkait. 
2. Membuat Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Betawi yang akan 
berisi rencana aksi dan rencana strategis dalam jangka pendek dan 
panjang dalam rangka pelestarian kebudayaan Betawi. 
3. Meningkatkan pelaksanaan pelestarian kebudayaan Betawi yang 
meliputi pembinaan, pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan 






4. Membuat pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah DKI Jakarta 
sebagai bahan rekomendasi dalam perencanaan dan 
penyelenggaraan kebudayaan di DKI Jakarta. 
5. Meningkatkan peran dan keterlibatan seluruh pemangku baik 
pemerintah, masyarakat, akademisi, organisasi/lembaga kebudayaan, 
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